BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

7.1.  KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum pembangunan untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui penetapan program prioritas sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang pelaksanannya didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan  pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat yang kebijakan pelaksanannya dilaksanakan sesuai spesifikasi kebutuhan pembangunan. Kebijakan umum pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan misi pembangunan selengkapnya sebagaimana Tabel 7.1.
7.2.  PROGRAM PEMBANGUNAN  DAERAH
Program prioritas yang disertai dengan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan didukung melalui pelaksanaan 8 AgendaPembangunan dan Prioritas Pembangunan. Pencapaian Misi pembangunan melalui agenda dan program prioritas sebagai berikut:
1. Misi Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing
a. Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan
Tujuan agenda: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang bermutu tinggi dan berdaya saing
b. Program Prioritas  
1) Program Urusan Pendidikan
a) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
· Pengembangan Model Pembelajaran
· Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Non Formal dan Peserta Didik PTK-PNF
b) Program Pengembangan dan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
· Peningkatan Kompetensi Siswa PLB
· Peningkatan Kompetensi Guru PLB
· Peningkatan Manajemen Pendidikan Khusus
c) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
· Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
· Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
· Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
· Peningkatan Kompetensi Siswa
· Penyelenggaraan Kejar paket C dan Paket B
d) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
· Peningkatan Mutu Perencanaan Pendidikan
· Supervisi, Pelaksanaan UN dan Standar Pelayanan Pendidikan
e) Program Hibah Pendidikan
· Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
· Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Guru
f) Program Bantuan Sosial Kependidikan 
· Bantuan sosial kepada individu dan keluarga 
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Swasta

2) Program Urusan Kebudayaan
a) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
· Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
· Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
· Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
· Peningkatan Kapasitas Museum NTT 

3) Program Urusan Perpustakaan
a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
· Pengembangan Minat dan Budaya Baca
· Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/Kelurahan
· Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan
· MonitoringEvaluasi dan Pelaporan Terpadu

4) Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
· Pembinaan Kepemudaan
b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
· Peningkatan Pembinaan Olah Raga
· Pembibitan Olahragawan Berbakat
c) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
· Hibah Organisasi Kepemudaan
· Hibah Lembaga Pembina Olah Raga

2. Misi Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat;
a. Agenda Pembangunan Kesehatan 
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu dan dapat dijangkau seluruh masyarakat
b. Program Prioritas  
a) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
· Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
· Pengawasan, Pengelolaan Obat dan Vaksin
· Pengawasan Makanan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (P-JAS)
· Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu dan Flores
· Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat
· Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan
· Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
· Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa
b) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
· Pelaksanaan Revolusi KIA , RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi
· Revitalisasi Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga
· Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
c) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
· Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
· Peningkatan Penanggulangan KLB/Bencana
d) Program Peningkatan Gizi
· Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita
· Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi dan Kader
e) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
· Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
· Perencanaan dan Pengembangan Tenaga  Kesehatan Strategis
· Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan
f) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
· Monitoring  Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
· Penetapan Regulasi Kesehatan
g) Program Upaya Kesehatan Perorangan
· Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
· Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
· Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
· Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
h) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
· Pembangunan Rumah Sakit Baru RSUD Prof. W. Z. Johannes
· Peningkatan Mutu BLUD
i) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
· Hibah Kepada Organisasi Kesehatan 
· Hibah Kepada Rumah Sakit/Klinik Kesehatan 
j) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 
· Bantuan SosialPenanganan Masalah Gizi 
· Bantuan Sosial Kejadian Luar Biasa karena Penyakit dan Bencana
· Bantuan Sosial Jamkesda Provinsi

3. Misi Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal;
a. Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata
Tujuan Agenda: Mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan kemampuan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan keunggulan potensi lokal.
b. Program Prioritas:
1) Program Urusan Ketenagakerjaan
a) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
· Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja
· Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK
· Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
· Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas
·  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
· Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
· Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
· Peningkatan Kemitraan Tripartit dalam Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja

c) Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi
· Penataan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
· Pembangunan Kawasan Transmigrasi Baru
· Pelatihan IMPOSMA dan Pelatihan Integrasi Sosial  ( PIS )

2) Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
a) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
· Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
· Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
· Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
· Pengembangan Usaha Kecil Menengah
· Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi
· Pelatihan Kewirausahaan
· Pembinaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
c) Program Hibah Koperasi
· Hibah Koperasi dan Dewan Koperasi Nasional Wilayah NTT

3) Program Urusan Penanaman Modal 
a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
· Peningkatan  Kemitraan Investasi antar Pengusaha Pemerintahdan UKM
· Promosi Potensi Investasi Daerah
· Pengawasan Investasi Daerah 
b) Program Peningkatan Investasi Daerah
· Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah
· Peningkatan Kapasitas Pelaku Investasi dan UKM
· Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan
c) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
· Pengembangan Database Pelayanan Perijinan
d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
· Pengembangan Pelayanan Perijinan
e) Program Koordinasi dan Pembinaan  Pembangunan Perekonomian  dan Sumber Daya Alam
· Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah
· Pemberdayaan KI Bolok dan KAPET Mbay
· Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Daerah
· Pembinaan dan PengendalianPelaksanaan GEMALA dan Konservasi Laut Sawu
· Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah
f) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
· Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi 
· Peningkatan Kerja Sama Ekonomi 
· Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha
g) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
· Hibah Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Perekonomian Daerah 


4) Program Urusan Pariwisata
a) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
· Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata
· Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
· Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
· Pembinaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata 
· Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi dan Nasional
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
· Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
· Peningkatan Peran Media dan Perfilman
c) Program Hibah Pariwisata
· Hibah Desa Wisata dan Mitra Praja Utama 

5) Program Urusan Ketahahan Pangan 
a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
· Pembinaan Mutu Ketahanan Pangan 
· Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
· Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan 
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
· Peningkatan kapasitas penyuluh dan pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
· Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
· Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
· Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan

6) Program Urusan Pertanian 
a) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
· Peningkatan Insentif dan Disinsentif Petani/Kelompok Tani
· Pekan Daerah/Pekan Nasional KTNA
· Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
· Pemasaran Produksi Pertanian Unggulan Daerah
· Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 
· Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan dan sertifikasi 
· Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
· Peningkatan Kapasitas petani dan pelaku agribisnis
· Pengembangan intensifikasi tanaman  Jagung dan Padi
c) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
· Pengembangan Pusat Perbenihan  
· Pengawasan Perbenihan
d) Program Peningkatan  Produksi Hasil Peternakan
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
· Pengadaan dan Distribusi Vaksin dan Pakan Ternak
· Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak

e) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
· Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
· Peningkatan KualitasKader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan 
f) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
· Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
· Peningkatan Surveilance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan
· Penyuluhan Penerapan Teknologi Penerapan Tepat Guna
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

7) Program Urusan Kehutanan
a) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
· Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
· Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
· Pembentukkan Kesatuan Pengelolaan Hutan
· Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
· Operasi Pengaman Hutan Terpadu Lintas Wilayah
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 

8) Program Urusan Perindustrian 
a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
· Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
· Operasional UPT Kemetrologian
b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
· Sertifikasi, Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk IKM
· Peningkatan Kapasitas Industri Kecil, Pengolahan dan Komoditi Unggulan Daerah
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
c) Program Peningkatan Perdagangan  Dalam Negeri dan Luar Negeri
· Pemasaran Produk Ekonomi Daerah 
· Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar 
d) Program Hibah Bidang Perekonomian
· Hibah kepada Dekranasda
· Hibah Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)

4. Misi Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah;
a. Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah
Tujuan Agenda: Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka mementuk pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum
b. Program Prioritas:
1) Program Urusan Perencanaan
a) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
· Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah
· Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah
· Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
· Pengendalian Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target MDGs.
· Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Enam Tekad Pembangunan
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
· Pengendalian  Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional
· Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif 
· Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL

2) Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
· Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
· Peningkatan Kewasapadaan Nasional
· Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
· Peningkatan Kerjasama Kominda Provinsi 
· Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktifitas Orang Asing dan Lembaga Asing
· Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
b) Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
· Peningkatan Wawasan Kebangsaan
· Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Perjudian
· Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik
· Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi 
· Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK dan FKDM
· Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik
· Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
c) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
· Pembentukan Desa / Kelurahan Sadar Trantibum
· Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan
· Peningkatan Fungsi PPNS
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
· Pembekalan dan Konsolidasi Anggota Satuan Limas Kabupaten/Kota 
d) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
· Pelatihan Calon PPNS dan Penanganan Pelanggaran Perda PPNS
e) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
· Hibah TNI AU, TNI AD, TNI AL dan Polda NTT

3) Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
· Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Orgasisasi social/keagamaan dengan pemerintah.
· Penguatan FORKOPIMDA Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
· Peningkatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
· Penguatan Fungsi Keprotokoleran
· Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
· Peningkatan Sinergi Program Kerja Gubernur dengan Program Nasional dan Mitra Strategis
b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
· Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
· Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja
· Penyusunan Rancangan Peraturan  tentang APBD Provinsi 
· Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
· Penelitian,  Penetapan dan Penerbitan  DPA-SKPD dan DPPA-SKPD 
· Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
· Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
· Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
c) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota
· Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
· Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran
· Penyusunan Statistik Keuangan Daerah
· Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan DAK Kab/Kota
· Tindak Lanjut Evaluasi APBD Kab/Kota
d) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
· Penyelesaian Permasalahan Hukum
· Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
· Pelaksanaan Legislasi Daerah
e) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
· Penanganan Kasus di Dalam dan Luar Pengadilan
· Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
· Pembinaan JDI Hukum Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
· Advokasi Pengisian LHKPN
· Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum
f) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
· Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kabupaten /Kota 
· Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi 
· Pelaksanaan Analisis Beban Kerja SKPD Provinsi 
g) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
· Pembinaan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi
· Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
· Penyusunan LAKIP Gubernur, RKT  dan PK Pemerintah Provinsi
· Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan SKPD
· Pengendalian  Budaya Kerja
· Penguatan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
h) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
· Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah
· Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
· Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/ Kota
i) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
· Peningkatan KapasitasDharma Wanita
· Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
· Peningkatan Pelaksanaan UKS
· Pemantauan Kebijakan Bidang  Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
· Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 
j) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
· Peningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama
· Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan 
k) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
· Hibah Keagamaan
· Hibah Kesejahteraan sosial
l) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
· Bantuan Sosial pendidikan.
m) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
· Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit dan Kerja Sama Provinsi Kepulauan
· Koordinasi Pembentukan dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB)
· Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan 
n) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
· Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
· Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung dan Pelantikan
· Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan Kab/ Kota se NTT
· Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan
· Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 
o) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
· Publikasi Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
· Peningkatan Kerja Sama Media Massa
p) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
· Peningkatan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi NTT
· Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
· Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
· Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
· Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT
· Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Parlemen
q) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
· Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
· PeningkatanKualitas Pengawasan Internal
· Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
· Pengawasan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
· Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah
r) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
· Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
s) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
· Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya
t) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
· Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/barang Daerah
· Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
· Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah (PPh OP, PBB, PBB-KB)
· Penyusunan Potensi Penerimaan Daerah, Pajak Daerah dan Statistik Pendapatan Daerah
· Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat On Line
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
u) Program Pendidikan Kedinasan
· Pendidikan dan Pelatihan CPNS 
· Pendidikan Penjenjangan dan Peningkatan Kompetensi PNS  
v) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
· Penerimaan Calon PNS, Calon Praja IPDN serta PNS Tugas dan Ijin Belajar
· Penataan Sistem Administrasi dan InformasiKepegawaian Daerah
· Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
· Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS
· Pelayanan dan Rekonsiliasi Bantuan Perumahan bagi PNS
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 
w) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
· Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
· Pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Provinsi
· Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum bagi PNS
· Pengumpulan dan Updating Data Anggota KORPRI
· Fasilitasi Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
· Pembinaan Rohani Pegawai Negeri Sipil
· Pemantapan Persiapan Pensiun PNS
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
x) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
· Penyusunan Database Pelayanan Perijinan
· Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
y) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
· Pengembangan Pelayanan Perijinan
z) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
· Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan 
· Monitoring, Evaluasi  Pelaporan Terpadu
aa) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
· Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah
· Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan

4) Program Urusan Kearsipan
a) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
· Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kearsipan
· Penataan dan Pengelolaan Kearsipan
· Penelusuran Citra Budaya Daerah Tentang Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
· Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

5) Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
a) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
· Publikasi Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
b) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
· Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Informasi yang Bersifat Penyuluhan
· Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
· Pengembangan E-Government Provinsi NTT
· Pengawasan Penerapan Standard Teknis dan Standard Pelayanan Alat / Perangkat Postel di NTT
c) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
· Kerjasama Kemitraan Dengan Lembaga Informasi Masyarakat
· Pengembangan Informasi Pedesaan
d) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
· Hibah Organisasi Komunikasi dan Informasi
e) Program Pengembangan Data dan Informasi
· Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 

6) Program Urusan Umum
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
· Penyediaan Jasa Surat Menyurat
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
· Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
· Penyediaan Jasa Kebersihan
· Penyediaan Alat Tulis Kantor
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
· Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
· Penyediaan Makanan dan Minuman
· Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
· Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas
· Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah
· Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
· Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Keuangan
· Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
· Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
· Pengadaan perlengkapan gedung kantor
· Pengadaan Meubelair
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
· Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Misi Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
a. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Tujuan : Peningkatan konektivitas wilayah dengan tetap terjaminnya keserasian dan kesinambungan pembangunan sesuai dengan daya dukungannya 
b. Program Prioritas
1) Program Urusan Pekerjaan Umum
a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
· Pembangunan Jalan dan Jembatan
· Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b) Program Pengolahan Sumber Air
· Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
· Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
· Peningkatan Jaringan Irigasi
· Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi
· Pemeliharaan dan Rehab Embung
d) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
· Pengembangan Infrastruktur Pedesaaan
e) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
· Pembangunan Perumahan dan Permukiman
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
f) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana  Infrastruktur Pekerjaan Umum
· Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
· 
2) Program Urusan Kesehatan
a) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
· Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
· Peningkatan Penanggulangan KLB/Bencana

3) Program Urusan Perhubungan
a) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
· Pengembangan  Sarana Prasarana Perhubungan
· Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi NTT
· Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan
· Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan
b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
· Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Moda Angkutan
· Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa 
· Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Berlalu Lintas
· Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terpadu 

4) Program Urusan Perencanaan
a) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
· Pengembangan Basis Data Perencanaan
· Pembinaan dan Pengendalian RTRW Provinsi
· Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa/Kelurahan

5) Program Urusan Lingkungan Hidup
a) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
· Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
· Penyusunan Dokumen, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup 
· Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
· Pengembangan Laboratorium Lingkungan
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
b) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
· Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Konservasi SDA dan LH
· Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak
· Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat dan Cair 

6) Program Urusan Kehutanan
b) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
· Reboisasi Pengkayaan Tamanan Pada Taman Hutan Raya
· Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
· Pengelolaan Cendana Lestari
c) Program Pengelolaan DAS Terpadu
· Koordinasi Teknis dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis DAS
· Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di DAS Prioritas
· Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS

7) Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 
a) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
· Promosi dan Investasi Sumber Daya Mineral
· Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral
· Pemetaan Potensi Mineral Logam, Non Logam, Hidrologi dan Pengadaan Sistem Informasi Geografis (SIG)
· Perhitungan dan Penetapan Serta Optimalisasi Pajak Air Permukaan
· Pengawasan Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam
· Survey Potensi Air Tanah ( Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah
· Penelitian dan Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Geologi Gerakan Tanah
· Pembinaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang
· Pembinaan Pengusahaan yang Bergerak di Bidang Migas dan Pemantauan Pendistribusian BBM
· Pelatihan dan Pembuatan RUKD dan Sosialisasi RUKD
· Penyusunan Rancangan Regulasi Kegiatan Usaha Migas
· Inventarisasi Potensi Panas Bumi
b) Program Pengembangan Pertambangan
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
· Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan

6. Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
a. Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan Agenda: (i) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Untuk Menjelmakan Keadilan dan Kesetaraan Gender; (ii) Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Bagi Anak

b. Program Prioritas:
1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
· Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak
· Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
· Penguatan Kelembagaan PUG 
· Penguatan Kelembagaan perlindungan anak
·  Pengembangan Kab/Kota Layak Anak
· Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan
3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
· Hibah PKBI dan Organisasi Kemasyarakatan
7. Misi Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
a. Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan 
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan kelautan melalui (i) peningkatan skill sumber daya pelaku produksi perikanan secara berkelanjutan, (ii) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan, baik dalam produksi penangkapan dan budidaya perikanan serta dalam pengolahannya,(iii) Peningkatan produktifitas sumber daya perikanan dan kelautan, dan (iv) Peningkatan nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan dan kelautan

b. Program Prioritas
1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
· Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar, Payau dan Air Laut
· Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan 
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
· Peningkatan KualitasPelayananPusat Pelelangan Ikan (PPI) Oeba
· Pengadaan Kapal Tangkap
· Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan Alat Tangkap dan Permesinan
3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
· Pengembangan Sistem Informasi, Promosi Perikanan dan Kompetisi LPPMHP Kupang
· Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Ikan
· Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPTD PPP Tenau Kupang
· Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Pendampingan Perikanan
· Memasyarakatkan Gerakan Makan Ikan 
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu 
4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan 
· Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat 

8. Misi Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.
a. Agenda Khusus:
Merupakan kebijakan khususdalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menangani masalah khusus yang menjadi bagian strategis pembangunan daerah Program Prioritasnya sebagai berikut:
b. Program Prioritas
1) Program Urusan Perencanaan
a) Program Desa Mandiri Anggur Merah
· Pendampingan Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah
· Pengembangan Desa Mandiri Anggur Merah
b) Program Hibah Ekonomi Produktif
· Hibah Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah

2) Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
· Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
· Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam Pembangunan Melalui PKK
· Pendampingan dan Koordinasi Pelakasanaan PNPM 
· Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pokja Desa Mandiri Anggur Merah
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
· Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
· Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
· Pengembangan Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)
· Pengembangan Sekolah Aplikatif Lapangan bagi  Aparatur Pemerintahan Desa dan Kader
· Pengembangan Musrenbang Desa Berperspektif Anak
3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
· Pelaksanaan Pekan Gelar Teknologi Tepat Guna dan IPTEK Nasional
· Pelatihan TTG Bagi Masyarakat 
4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
· Hibah Perumahan (P2LDT) kepada Masyarakat
· Hibah Peralatan TTG kepada masyarakat

3) Program Urusan Perbatasan 
1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
· Penataan Perbatasan Daerah dan Negara
· Peningkatan Manajemen Garda Batas Kawasan Perbatasan
· Peningkatan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu



4) Program Urusan Sosial
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
· Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
· Peningkatan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
· Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan
· Penyediaan Rumah Singgah bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan
· Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
· Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
· Peningkatan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta
· Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan
3) Program Penyandang Penyakit Sosial
· Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
· Penanganan Deportan dan Orang Terlantar
4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
· Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial 
· Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
· Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
· Bantuan Jaminan Hidup bagi Perintis Kemerdekaan
· Bantuan Kepada Yayasan/LSM yang Menangani Panti Sosial
· Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat

5) Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
a) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 
· Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan
· Penanganan Korban Bencana 
· Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana

Keterkaitan sasaran, kebijakan umum dan  program untuk mencapai  masing-masing misi pembangunan sesuai Tabel-tabel berikut.
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7.3. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Kebijakan umum dan program pembangunan daerahProvinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dapat mewujudkan pencapaian 8 Misi pembangunan daerah tahun 2013-2018 berikut ini:
1. Misi-1, Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing;
Pencapaian  Misi-1  akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai  kebijakan umum pembangunan dan program prioritas  dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.1. 
Tabel 7.1
Sasaran, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Target untuk mencapai Misi-1

	No
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	1.1










1.2






	Meningkatnya  rata-rata lama sekolah









Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat


	· Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat;

· Sosialisasi WAJAR dan GONG BELAJAR ;

· Frekuensi kejar paket B dan C diperbanyak di kabupaten dan kota;

· Tahun 1 - 5 mewajibkan pendidikan 9 tahun bagi anak dan pemuda

	· Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, 

· Peningkatan partisipasi masyarakat buta-huruf dan DO dalam pendidikan luar sekolah; 

· Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus
	Program Peningkatan Mutu Pendikan




Program Manajemen Pelayanan Pendidikan




Program Peningkatan Pendidikan Non Formal

	1. APM (%)
· SD
·  SMP
·  SMA/SMK
2. APK (%)
·  SD
·  SMP
·  SMA/SMK

3. APS
· SD
· SMP/MI
4. Kemampuan penduduk usia >15 tahun:
· Dapat Membaca dan Menulis
· Buta Huruf
	
96.89
83.26
69.45

115.34
97.58
77.16


96.13
88.73



90.3

9.7
	
99.29
86.02
89.68

112.01
93.53
73.69


97.15
95.48



93.93

6.07
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1.3













	Meningkatnya   kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan









	· Pelatihan dan penguatan kompetensi manajemen pemangku kepentingan;
· Peningkatan kuota sertifikasi;
· Peningkatan  pendidikan  guru-guru belum-S1 untuk mengikuti program penyetaraan
· Peningkatan frekuensi dan cakupan pelatihan profesi kependidikan bagi guru
· Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan nyata pada semua jenjang dan jenis pendidikan

	· Pemenuhan target MDGs dan pengembangan Budaya Belajar
· Peningkatan kompetensi profesional dan kualifikasi akademis guru secara signifikan dan berkelanjutan
· Pemerataan pelayanan kependidikan secara lebih adil; 
· Perbaikan kesejahteraan guru (khusus honor Daerah Kategori1); dan Pengawasan akuntabilitas kinerja guru dalam pembelajaran di kelas (interaksi edukasional)
	Program Peningkatan Mutu Pendikan

Program pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa

Program Hibah Pendidikan

Program Bantuan Sosial Kependidikan 


	c. Pendidikan penduduk umur >10 tahun
· Tidak berizasah
· SD (%)
· SMP (%)
· SMA  (%)
· SMK (%)
· Akademi/PT (%)

d. Rasio Sekolah-Siswa
· SD
· SMP
· SMA/MA/ SMALB
· SMK

c. Tingkat Kelulusan (%) 
· SD 
· SMP 
· SMA 
· SMK 
d. Jumlah guru berpendidikan S1(%)
·  SD    
·  SMP 
· SMA  
· SMK 
	

37.03
29.25
13.05
12.08
3.44
5.15


1 : 178
1 : 203
1 : 403
1 : 328


100
97,56
94.50
96.49
7.19


19.0
59.0
85.6
78.5
	

32.59
31.01
14.15
12.99
3.75
5.53


1 : 183
1 : 225
1 : 436
1 : 378


100
100
100
100
8.36


42.4
69.2
88.86
82.74
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1.4






	Meningkatnya   ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan



	Perluasan persebaran sarana prasarana pendidikan
	· Peningkatan akses pendidikan bagi semua
	Program Peningkatan Mutu Pendikan


	e. Aksesibilitas sarana prasarana pendidikan
· SD    
·  SMP 
· SMA  
· SMK
	
55.86
97.06
36.24
14.42
	
74.60
99.09
36.97
15.22
	

	1.5
	Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan
	
	· Pengembangan bahan ajar bermuatan lokal NTT  
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

	f.Sertifikasi guru (%)
g.Penerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS)
h.  Penerapan kurikulum2013 (%) 
· SD
· SMP
· SMA/SMK
i. Penerapan SPM Pendidikan
	26.51


40

-
-
-
-

-
	61.95


64

100
100
100
100

100
	

	1.6
	Meningkatnya pendataan, pengkajian, pelestarian, pembinaan, pemanfaatan, pengembangan, pendokumentasian dan penyebarluasan kebudayaan
	· Melakukan revitalisasi obyek kebudayaan;
· Melakukan konservasi obyek kebudayaan;
· Melakukan restorasi obyek kebudayaan;
· Meningkatkan jumlah pamong budaya;
· Melaksanakan pameran dan festival budaya.
	· Pengembangan dan pelestarian aspek kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

	· Dokumen

· Bank Data

· Jumlah obyek budaya yang tertangani
· Jumlah sanggar seni
	
	· Naik 10 %
· Naik 10 %
· Naik 10 %
· Naik 15 %
	

	1.7
	Meningkatnya  mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan
	
	· Peningkatan akses bahan bacaaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	· Jumlah minat baca
· Jumlah perpustakaan Sekolah
· Jumlah perpustakaan Desa/kelurahan 
	-

-

-
	· Naik 25 %
· Naik 15 %
· Naik 20 %


	Badan Perpustakaan Daerah







	1.8





1.9







1.10











1.11

	Mewujudkan generasi pemuda yang cerdas dan kreatif



Menumbuhkankembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda




Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi








Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga

	· Memperluas kesempatan bagi pemuda berorganisasi dan berkreasi secara bebas dan bertanggungjawab

· Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial dikalangan pemuda
· Menumbuhkambangkan kewirausahaan generasi pemuda

· Memperluas cakupan olah raga usia dini di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi
· Peningkatan serta pembinaan olahragawan berbakat serta pemberian reward terhadap insan olahraga yang dedikatif dan prestatif
· Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga
	· Peningkatan profesionalisme Organisasi Kepemudaan yang aktif-terbina










· Peningkatan profesionalisme olahragawan secara menyeluruh dan berprestasi
	1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
3) ProgramHibah Bidang  Kepemudaan dan Olah Raga 
	· Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina
· Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina
· Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina
· Menurunnya presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja

· Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan
· Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi
· Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat


· Jumlah fasilitas olahraga yangdikembangkan dan direhabilitasi


	3 org.


11 org.

56 org.



3,73%





12 atlet


8 club

40 peserta




1 fasilitas gelanggang remaja
	19 org.


21 org.

61 org.



2,75%





137 atlet


12 club

400 peserta



1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja



	Dinas Pemuda dan Olah Raga


2. Misi 2, Meningkatkan Derajat Dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Yang Dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat;

Pencapaian  Misi-2  akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.2

Tabel 7.2
Sasaran, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Target untuk mencapai Misi-2

	No.
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	2.1
	Meningkatnya  Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu 

	Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan
	Pembangunan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepualauan serta penguatan kapasitas infrastruktur rumah sakit daerah kabupaten sebagai fasilitas rujukan sekunder
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
	1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat:
· Rumah sakit
· Puskesmas
· Pustu
	

43
353
1,081
9,420

	

48
371
4,290
10,062

	RSUD


	
	
	
	
	
	2. Layanan Rujukan pelayanan sekunder dan tersier di setiap region provinsi
· Prosentase Jumlah Rumah Sakit (PONEK) 
· Jumlah Puskesmas PONED (%)
· Jumlah Pustu (%)
3. Rasio Fasilitas Kesehatan 
	



 100
25
10
450
	



100
50
25
379
	

	2.2
	Penurunan  kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir





	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di tingkat primer, sekunder dan tersier

	Diklat tenaga kesehatan dan perubahan tata kelola institusi layanan publik (BLUD Puskesmas dan RS)
	Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
	Angka harapan hidup 
Jumlah  Kelahiran
· Prosentase Bayi  Lahir Hidup
· Prosentase Bayi Lahir Mati
Kasus balita gizi 
· Kurang
· Buruk
	67.99
97,280
98.54
1.46

19.1
1.12
	69,37
104,021
99.19 
0.81

7.64
0.76
	 RSUD


	
	
	Meningkatnya jumlah  posyandu, desa siaga, UKS dan desa yang melaksanakan STBM
	Revitalisasi peran UKBM dan evaluasi tingkat kemandirian UKBM
	Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan
	· Jumlah Posyandu (Unit)
· Posyandu Purnama dan Mandiri (%)
· Desa siaga (%)
· Jumlah UKS (%)
· Jml desa melaksanakan STBM (%)
	9,420




	10,062

i. 20
ii. 
	Dinas Kesehatan, BPMPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	2.3
	Menurunnya angka  kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
	Menurunnya angka kejadian kesakitan masalah gizi dan kematian pada penduduk kelompok umur beresiko tinggi

	DiklatPenanganan kasus-kasus kematian ibu dan bayi serta pembentukan networking rujukan puskesmas dan rumah sakit
	· Program Upaya Kesehatan Perorangan
· Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
(UKM)
· Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(UKM)
· Program Peningkatan Gizi
(UKM)
· Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
	Jumlah kasus penyakit di desa/kelurahan (%)
· Muntaber
· Demam Berdarah
· campak
· ISPA
· Malaria
· TBC
· Lainnya
· Kasus-kasuskasus kesehatan lainnya juga menurun 
	

12.29
3.37
2.03
11.59
19.12
6.64
1.42

	

8.19
2.24
1.36
7.73
12.74
4.43
0.95
	Dinas Kesehatan, RSUD


	
	
	Meningkatnya kinerja sistem  Informasi kesehatan daerah (SIKDA)
	Pembuatan SIKDA secara online
	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
	Kabupaten/kota yang menjalankan SIKDA manual dan (online)
	-
	50 %
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya peran pemerintah (SKPD Kesehatan) sebagai regulator dan pengawas  bidang kesehatan
	Pengawasan mutu layanan intitusi kesehatan dan tenaga kesehatan melalui mekanisme perijinan sertifikasi, dan akreditasi serta evaluasi.
	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

	· Fasilitas  kesehatan yang berijin (%)
· Sarana kesehatan yang terakreditasi (%)
· Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)
	-


-


-
	>75 


>75


>50
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya penegakan hukum kesehatan
	Pembukaan layanan bantuan hukum dan konsultan kesehatan
	Program Managemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
	· Kejadian malpraktek layanan kesehatan yang ditangani (%)
	-
	100 
	Dinas Kesehatan, RSUD

	
	
	Meningkatnya implementasi peraturan perundangan di bidang kesehatan
	Sosialisasi regulasi sektor kesehatan pada semua stakeholder terkait termasuk masyarakat melalui media online maupun media cetak

	Program Managemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
	· Jml regulasi  kab/kota yang mendukung pembangunan kesehatan
	-
	22 Kab /Kota
	Dinas Kesehatan, RSUD

	
	
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembangunan kesehatan sesuai  tata kelola pemerintahan yang baik
	Penerapan standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit berserta pengawasannya
	Program Managemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
	· Kepuasan masyarakat pada layanan puskesmas(%)
· Kepuasan masyarakat pada layanan RS (%)
	-


-
	>65


> 80
	Dinas Kesehatan, RSUD

	
	
	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronitas dan sinergitas  pembangunan kesehatan berbasis data 
	Pelibatan tenaga atau lembaga penelitian dalam perumusan kebijakan kesehatan
	Program Managemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan


	keterlibatan tenagapeneliti  atau lembaga penelitian dalam perumusan dan evaluasi kebijakan kesehatan (%)
	-
	>75
	Dinas Kesehatan, RSUD

	
	
	Meningkatnya surveilans terpadu di bidang kesehatan
	Diklat tenaga surveilans serta reformasi format pencatatan dan pelaporan data dari tingkat kabupaten

	· Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
· Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
	Ketepatan dan kelengkapan pelaporan data di setiap level pelayanan kesehatan (%)
	-
	>90
	Dinas Kesehatan, RSUD

	
	
	Meningkatnya  jumlah perusahaan yang menjalankan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
	Pendataan Perusahaan dan pengetatan ijin eksploitasi sumber daya bagi perusahaan yang bekerja dengan tidak berwawasan kesehatan
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat




	Jumlah perusahaan yang menjalankan program K3
	-
	100%
	Dinas Kesehatan, BLHD

	
	
	Meningkatnya Rumah tangga yang ber-PHBS
	Pembinaan dan peningkatan cakupan rumah ber-PBHS tingkat desa/kelurahan
	Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan
	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS
	-
	90%
	Dinas Kesehatan, BPMPD,

	
	
	Meningkatnya jumlah dan kualitas poskesdes
	Pembinaan dan pengembangan poskesdes di setiap desa siaga
	· Program Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 
· Program Upaya KesehatanPerorangan
	Jumlah poskesdes 

Rasio poskesdes per jumlah penduduk
	-

-
	100%

Sesuai target SPM
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya jumlah hibah  pemberdayaan kesehatan masyarakat
	Peningkatan proporsi anggaran bantuan sosial/ CSR/donor egencies bagi kegiatan kesehatan

	Program Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Jumlah bantuan/hibah pemberdayaan masyarakat
	-
	10 % Dana Program
	Dinas Kesehatan, Bappeda

	
	
	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran
	
Perekrutan dan penempatan SDM kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan layanan dan rasio jumlah penduduk
	
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

	
· Jumlah Dokter (Orang)
· Rasio per satuan penduduk 
· Jumlah Tenaga  Paramedis:Perawat/Bidan (Orang)
· Rasio per satuan penduduk



	1.02

0.21

9.577

1,95
	1.220

0.22

11.106

2.00
	
Dinas Kesehatan, RSUD, BKD

	
	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau

	Peningkatan jumlah dan sebaran institusi penyedia sediaan farmasi
	Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
	· Sebaran institusi penyedia sediaan farmasi (Kab/kota)
· Obat generik berlogo dalam persediaan obat (kab/Kota)
	21



21
	22



22
	Dinas Kesehatan, RSUD, Balai POM, Badan Narkotika Provinsi

	
	
	Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan sesuai standar di level pelayanan primer, sekunder dan tersier
	Standarisasi penggunaan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
	RS memiliki peralatan kesehatan yang standar  (%)
	< 25
	>25
	Dinas Kesehatan dan RSUD

	
	
	Meningkatnya Kegiatan penelitianyang didukung SDM dan dana yang  memadai
	Peningkatan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi kesehatan
	Program Managemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan


	hasil penelitian yang diaplikasikan dalam intervensi program kesehatan (%)





	-
	>50
	Dinas Kesehatan, Bappeda, Balitbangda

	2.4
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk
	Revitalisasi peran PLKB dan penguatan regulasi KB di tingkat kabupaten dan kecamatan
	Program Upaya Kesehatan Perorangan


	Angka Partisipasi KB:
· Jumlah Akseptor KB
· Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
· Peserta KB Aktif (%)
· TFR  (%)
Peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada Desa/kel (%)
· Sendiri
· bersama
· Umum
· Bukan jamban
	
93,533
668,017

73.88
3.3



78.59
3.27
1.03
17.11
	605,400
712,073

85.02
1.32



89.81
3.81
1.21
5.17
	Dinas Kesehatan, RSUD, BKKBN Provinsi

	2.5
	Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya efisiensi alokatif pembiayaan kesehatan masyarakat
	Penggunaan informasi dari kegiatan Provincial Health Account dan District Health Account untuk realokasi anggaran di sektor kesehatan
	Program Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan District Health Account setiap tahun (Kab/kota)
	-


-
	22

80%
	Dinas  Kesehatan, RSUD, Bappeda, BPS

	
	
	Meningkatnya  jumlah masyarakat yang memiliki  jaminan kesehatan
	Koordinasi 3 pihak yakni BPS dan PBJS dalam pengelolaan kepesertaan penduduk miskin dalam jaminan kesehatan
	Program Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
	
	
	Dinas Kesehatan, BPS, Rumah Sakit, BPJS Kesehatan





3. Misi 3, Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Keparawisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal;
Pencapaian  Misi-3  akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.3. 

Tabel 7.3
Sasaran, Kebijakan Umum.Program prioritas dan target untuk mencapai Misi-3

	No.
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	3.1













	Meningkatnya pendapatan  petani
	· Peningkatan areal Pertanian Pangan dan tanaman pangan lainnya serta hortikultura yang tahan perubahan iklim melalui pengembangan sistem informasi iklim;

· Intensifikasi dan rehabilitasi areal Pertanian Pangan dan tanaman pangan lainnya serta hortikultura.
	Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas 
	· Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas  Tanaman Pangan dan Hortikultura

· Program Pengembangan Benih dan Pembibitan

	Produksi padi/gabah
 (ton)



Jumlah alat mesin pertanian dalam pengelolaan areal dan penanganan pasca panen (unit)


	 698.566 





7,669





	960.000





58,986





	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	3.2
	Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional     
	· Peningkatan  skala usaha tanaman jagung

· Optimalisasi lahan untuk perluasan areal tanaman jagung
	Peningkatan produktivitas dalam mendukung Ketahahan Pangan Nasional berdasarkan MP3EI
	· Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas  Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Jagung (ton)
	629.386 
	1.006.771

	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	
	
	Pemberdayaan lahan-lahan tidur untuk peningkatan luas areal dalam mencapai peningkatan produksi tanaman perkebunan
	Meningkatkan luasan tanam bagi komoditas perkebunan  sektor perkebunan 
 
	· Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman perkebunan
· Program Pengembangan Benih dan Pembibitan

	Luas tanam (Ha):
· kelapa (ha)
· Jambu Mente 
· Kopi
· Kakao
· Cengkeh
· Vanili
· Pala
· Kemiri

	
160.777
180.338
341.1
51.941
16.006
2.868
1.370
81.943

 
	
162.082
207.417
365.243
60.066
19.243
3.523
2.004
82.265

 
	Dinas Pertanian dan Perkebunan


	3.3
	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


	Peningkatan cadangan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota  dengan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan pada 22 kab/kota dengan mempertimbangankan perubahan iklim dan ekosistem hulu hilir DAS
	· Meningkatnya cadangan pangan provinsi, meningkatnya penannganan daerah rawan pangan, meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses sertapengawasan pembinaan keamanan pangan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat
· Adaptasi Mitigasi perubahan iklim dan produktifitas kawasan hulu hilir DAS
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
	· Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)
· Prosentase penanganan daerah rawan pangan (50%)
· Prosentase penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)
· Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS
· Prosentase Penanganan daerah rawan pangan (%) di hulu hilir DAS


	50 ton

50%


50 %



50%
	200 ton

100%


100%



100%




	BKP2, Dinas Kehutanan, Dinas PU, BLHD, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, 






	3.4
	Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan
	Meningkatkan kegiatan pelatihan teknis bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
	Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, jumlah dan kompetensi penyuluh, pendampingan dan pembinaan penyuluhan peran BP3K dan Posluhdes serta kelembagaan tani
	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
	· Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit)
· Jumlah Tenaga penyuluh (%;orang)
· Jumlah Kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes)aktif (unit)
· Jumlah kelompok tani (kelompok)
	40%, 125 unit

40%,
1.315 org

153 unit

16.494 klmpk
	100%, 306 unit

90%,
2.253 org

385 unit

18.500 klmpk
	BKP2

	 3.5
	Meningkatnya pendapatan peternak


	Peningkatan populasi melalui penekanan angka kematian ternak, meningkatkan kualitas bibit, meningkatkan pengembangan tanaman pakan ternakberbasis sistem penggunaan lahan terpadu di hulu hilir DAS, meningkatkan dukungan  sarana prasarana dan kesehatan hewan
	Meningkatkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan perindustrian serta mendorong peningkatan produksi sektor peternakan untuk swasembada daging melalui pembangunan sarana prasarana pembibitan, distribusi vaksin dan pakan ternak, pengawasan perdagangan ternak dan penerapan teknologi tepat guna

	· Program Peningkatan  Produksi Hasil Peternakan
· Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
· Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan

	· Populasi ternak sapi(ekor)
· Populasi ternak kerbau (ekor)
· Populasi ternak kuda (ekor)
· Populasi ternak kambing/domba(ekor)
· Populasi Domba (ekor)
· Populasi ternak babi (ekor)

	 814.450

152.449

109.160

578.829

63.109

1724.316



 
 
	1.060.626

167.682

129.585

648.030

65.415

1.819.549



 
 
	Dinas Peternakan


	3.6











	Meningkatnya kunjungan wisata dan  rata-rata lama tinggal wisatawan
	· Pengembangkan industri pariwisata berbasis pariwisata bahari dan kepulauan (coastal tourism) dan peningkatan infrastruktur daerah pariwisata dalam rangka meningkatkan aksesibilitas
· Pengelolaan dan pengembangan event pariwisata dan ekonomi kreatif
· Peningkatan dan pengelolaan objek dan daya tarik serta atraksi pariwisata terpadu dan pengembangan sistem pengelolaan objek wisata terpadu
	· Meningkatkan kerjasama promosi wisata antar daerah;
· Meningkatkan cakupan promosi obyek wisata daerah;
· Meningkatnya (pengelolaan obyek)pemanfaatan seni dan budaya;
· Meningkatnya kualitas produk pariwisata berbasis media, desain dan iptek

	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

Program Hibah Pariwisata
	· Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
· Jumlah kunjungan wisatawan domestik (orang)
· Rata-rata lama menginap (hari)
· Jumlah pertambahan destinasi ekowisata dan agrowisata




	 48,608

338,472


2,25


 
 
	162,231

643,097


2,75

 
 
 
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kehutanan, BKPMD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Ekonomi,


	 3.7






3.8






	Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor



Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri




	· Meningkatkan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri, memperbaiki iklim usaha perdagangan Luar Negeri di Dearah, meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk ekspor daerah, meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan UMKM ekspor/impor Daerah
	Pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal/potensi lokasi 


Mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pangan, ternak dan perikanan berbasis masyarakat dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah dan memperluas pemasaran
	· Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
· Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
· Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
· Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
	· Meningkatkan jumlah IKM yang dibina (mengembangkan IKM dan menumbuhkan wira usaha baru)
· Peningkatan Jumlah Industri (unit) 
· Penyerapan tenaga kerja (org)
· Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang

· Meningkatnya nilai ekspor perdagangan produk NTT

	5322
Unit Usaha


24 


1,681
	6315 
unit usaha


32


1,714
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT

	 3.9
	Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi  dan UMKM
	Merevitalisasi institusi ekonomi
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi dan UMKM
	· Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
· Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
· Program Hibah Koperasi
	Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif (unit)

Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi (org)

Meningkatnya Modal sendiri koperasi (juta)

Meningkatnya modal luar koperasi (juta)

Meningkatnya aset koperasi (juta)

Meningkatnya volume usaha koperasi (juta)

Meningkatanya SHU Koperasi (juta)

	2543 



581.975


660.025


1.196.29.167

856.254.392

1.455.547.218

145.554.721
	 4543



827,009


1.286.714.985

1.794.343.750

2.784.381.588

2.183.320.827

218.332.082
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	 3.10
	Meningaknya jumlah dan volume kegiatan investasi
	Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dalam sektor ekonomi unggulan
	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi didukung basis data potensi investasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah (Kab/Kota)
	-
	22
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Ekonomi


	 3.11
	Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif
	Penyiapan data tentang potensi investasi sektoral daerah

Koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi daerah
	Pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berdaya saing
	Program Peningkatan Investasi Daerah

Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha

Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian (KI BOLOK)
	· Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah (kab/Kota
· Tersedianya informasi peluang usaha sektorunggulan (kab/Kota)
· Meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus
· Pengembangan ekonomi dan industri di Kapet Mbay
· Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya)
	-



-



-
	22



22



100%
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Ekonomi

	 3.12
	Meningkatnya pelayanan Perizinan sesuai SPM
	
	 
	· Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
· Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
	Meningkatnya pelayanan perijinan
	 
-
	 >90%
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Biro Ekonomi

	 3.13
	Meningatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja
	Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di perdesaan melalui pelatihan institusional dan institusional
	Peningkatan ketrampilan dan produktvitas, daya saing dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
	· Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan 


	· Meningkatnya jumlah angkatan kerja yg memiliki ketrampilan
· Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 %
	0,67 %


17,24 %




	3,37 %


26,55 % 

	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	3.14
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
	
	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis serta penyelesaian PHI secara cepat, adil dan murah

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum
	· Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
	· Penyelesaian kasus PHI melalui PB
· Peninjauan kembali UMP tiap tahun
· Besaran pemeriksaan perusahaan
· Pengujian peralatan perusahaan

	95,31 % 

Rp.925.000
23,12%
0.90%
	99,21 %

Rp.2.500.000 
62,53%

3,31%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	 3.15
	Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam  wilayah NTT dan keluar wilayah NTT

	Pembangunan kawasan transmigrasi baru yang potensial secara ekonomi serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pemberian jaminan hidup, pelatihan, sarana produksi dan sarana ekonomi lainnya menuju kemandirian
	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat  dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang mendukung  kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi 


	Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi
	· Besaran  peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi
· Besaran pemanfataan cadangan areal yang behasil dibangun
	48,53 %


23,04 % 
	 61,54%


76,92 %
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	3.16

	Meningaktnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana

	Meningkatnya produksi hasil hutan melalui pembuatan pembibitan benih tanam kehutanan dan pengelolaan Cendana Lestari serta reboisasi dalam upaya konservasi wilayah tangkapan air
	Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat

	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
	·  Luas tanaman 

	0 Ha


	200 Ha
	Dinas Kehutanan

	
	
	Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat
Pengembnagan potensi tanaman Cendana menggunakan 2,5 juta bibit/anakan
	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Jumlah bibit tanaman Cendana yang ditanam 
	766.435 
	3.266.435 
	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)

	3.17

	Meningkatkan potensi hasil hutan
	
	Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat
	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
	· Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : Jumlah stup Lebah Madu 
· Jumlah lokasi budidaya Kutu Lak 

	100 stup

4
	350 stup

14
	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)

	
	
	
	Mendorong terbangunnya kemitraan denganpara pihak untuk mengembangkan usaha kehutanan di kawasan hutan
	
	Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan
	0
	100.000 Ha
	Dinas Kehutanan(KPHL Mutis-Timau)


4. Misi 4, Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah;

Pencapaian  Misi-4  akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai  kebijakan umum pembangunan dan program prioritas  dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.4. 

Tabel 7.4
Sasaran, Kebijakan Umum.Program prioritas dan target untuk mencapai Misi-4

	No
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	 4.1
	Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT
	Penerapan Restrukturisasi Program dan Kegiatan 
	Menata kelembagaan dan berbagai aspek yang mengikutinya 

Menertibkan administrasi pemerintah berorientasi pada pelayanan masyarakat,  birokrasi dan disiplin aparatur
	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik


	Perda penataan kelembagaan

· Efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah/SKPD (%)
· Penataan dan pengendalian kelembagaan , anjab dan ABK Kab/kota

	 -


-



-
	1 perda 


>75



>75




	Biro Organisasi

Biro orgnisasi








	 
	 
	
	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daera
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlayaninya kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
Terfasiliitasi dan terkoordinasinyadaerah dengan K/L


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 



Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik
	 -




-




90%





90%



90%
	 >90%




>90%




100%





100%



100%

	Biro Umum. Kantor Penghubung


Kantor Penghubung



Semua SKPD





Semua SKPD



Semua SKPD

	4.2
	Terwujudnya aparatur yang profesional
	· Penerapan Assement Centre
	· Pembenahan terhadap pola pembinaan karir PNS 
	· Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai tupoksi (%)
	 -
	>75
	Badan Kepegawaian Daerah

	 
	 
	
	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta diklat teknis, fungsional dan berjenjang
	· ProgramPendidikan Kedinasan
	· % pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural
· % Pegawai yang mengikuti diklat teknis
· % Pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjejangan fungsional
· % Pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas
· Jumlah pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 bagi PNS
	 -



-


-



-



-
	 75%



50%


75%



75%



100%



	Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan

	 4.4
	Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaiakan berbagai masalah sosial di NTT dan 
terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat

	1. Peningkatan kapasitas aparatur
2. Peningkatan penyuluhan hukum
3. Peningkatan pelaksanaan RANHAM di daerah
4. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan
	a) Pembentukan produk hukum daerah
b) Evaluasi dan kaji ulang produk hukum daerah
c) Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur









	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


	· Produk Legislasi Daerah
· Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu
· Rapat koordinasi permasalahaan hukum
· Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/kota

	 448

-

14


373

	 543

200

20


469

	 Biro Hukum

	4.5
	Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemebntukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM
	1. Peningkatan kapasitas aparatur
2. Peningkatan penyuluhan hukum
3. Peningkatan pelaksanaan RANHAM di daerah
4. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan

	a. Koordinasi penegakan hukum dan HAM
b. Sosialisasi Produk Hukum
c. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur
d. Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Hukum
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

	1) Penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan
2) Sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan dan inventarisasi masalah-masalah hukum
3) Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan pembinaan JDIH kab/kota
4) LHKPN
5) Koordinasi pelaksanaan RANHAM  dan perumusan kebijakan hukum

	28


29






25



353
13







	36


41






29



500
32







	

	4.6
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
	Penguatan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan keamanan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan peran serta masyarakat yang sadar dan taat akan hukum dalam memelihara keamanan
	· Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
· Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
· Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
· Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
	· Meningkatnya penyebaran informasi tentang perda baru;
· Menurunnya tingkat gangguan ketertiban di daerah

· Meningkatnya peran Pol PP dalam penanganan keamanan lingkungan

	 -
	 100% gangguan yang muncul
	Satpol PP, Biro Hukum

	4.7
	Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional
	Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi pemilu kewaspadaan nasional
	Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan ansional
	Program peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
	· Meningkatnya peran Badan Kesbangpol dalam koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
· Meningkatnya peran aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah





	-






-
	100%






100%
	Badan Kesbangpol

	4.8
	Meningkatnya penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partsispasi dalam berdemokrasi
	Peningkatan integrasi nasional (kesatuan bangsa) dan peningktan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi dan kelompok (perempuan) dan partai politik
	Meningkatkan ketahanan idiologi dan kewaspadaan nasional serta meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan partai politik
	Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan
	· Meningkatnya ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional
· Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi
	-



-
	100%



100%
	Badan Kesbangpol

	 4.9
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
	Peningkatan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguaatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik
	· Meningkatkan peran DPRD dalam memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesehatan; 
· Meningkatkan peran DPRD dalam menghasillkan Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari hak inisiatif; dan
· Meningkatkan peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.
	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah PERDA inisiatif, jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah sebagai TL dari aspirasi masyarakat
	 
	 
	DPRD/Setwan

	4.10
	Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD
	· Memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD; 
· Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan; 
· Memberikan perhatian serius terhadap aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
	Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal  perijinan, layanan kesehatan, layanan sosial, ketenagakerjaan,informasi dan komunikasi dan ketenagakerjaan.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
	Meningkatnya pelayanan perijinan
	 -
	 100%
	KP2TSP

	 
	 
	
	Peningkatan keterbukaan informasi Publik
	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah


Program Pengembangan data dan Informasi

Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
	Meningkatnya persebaran informasi pembangunan

Jangkauan informasi pembangunan melalui media massa

Meningkatnya kemampuan aparat pengelola informasi dan komunikasi 

Meningkatnya penggunaan TIK dalam dalam pelayanan pemerintah
	 
	 
	Dinas Kominfo,Biro Humas, KPDE
Dinas Kominfo, Biro Humas, KPID



	 
	 
	
	 
	· Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
	Terfasilitasinnya pembinaan Korpri
	 
	 
	KORPRI

	 
	 
	
	 
	· Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
· Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
· Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan Kependidikan
· Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan,  
· Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otonomi Daerah
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup beragama di daerah

	 
	 
	Biro  Kesra


Biro  Kesra












Biro Pemerintahan

	 
	 
	
	 
	· Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

Jumlah Kesepakatan kerjasama antar pemerintah daerah terkait pengelolaan DAS Hulu Hilir


	


 1
	


11 
	Biro Pemerintahan,  Biro Hukum
Biro Pemerintahan,  Biro Hukum

	4.11
	Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
	Pemenuhan kelayakan persyaratan sebagai Daerah otonomi Baru
	Percepatan pembangunan daerah tertinggal
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Terbentuknya Daerah otonom Baru (DOB)
	2
	5
	

	 
	 
	
	 
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
	Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L
	 <100
	 100%
	Kantor Penghubung

	 
	 
	
	Menerapkan e-government dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi. 
	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya pengelolaan program dan kegiatan SKPD
	 
	 
	Biro  Adm Pembangunan

	 
	 
	
	 
	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola komunikasi dan informasi
	 
	 
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)



	 
	 
	
	 
	Program peningkatan sistem informasi administrasi dan kearsipan

Program Pembinaan dan dan Pengembangan Aparatur

	Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini
	 
	 
	Badan Arsip

	 
	 
	
	 
	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional

Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah


	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunnan antara daerah dan lembaga donor


Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian yang berkualitas dan tepat waktu 

Jumlah perencanaan Pengelolaan  DAS terpadu antar daerah difasilitasi Pemda dan Forum DAS NTT





	 







15





3
	 







15





13
	Bappeda







Bappeda





Dinas Kehutanan, Bappeda

	 4.12
	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di ProvinsiNusa Tenggara Timur
	· Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD;
· Meningkatkan profesionalisme aparat / SDM pengawas; 
· Komitmen untuk menindaklanjuti LHP dengan menyelesaikan temuan-temuan yang ada
	· Meningkatkan tertib perencanaan;
· Meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah (pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset daerah);
· Meningkatkan tertib pelaporan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	· berjalannya SPI,;
· berkurangnya temuan;
· berkurangnya kegiatan yang tidak selesai pada akhir tahun
	 
	 
	Inspektorat

	4.13
	Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah
	1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
2) Optimalisasi pendayagunaan aset bagi peningkatan PAD;
3) Peningkatan SDM pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi aparatur.
4) Optimalisasi pendayagunaan teknologi informasi dan tata kelola keuangan dan aset berbasis online
	Peningkatan Sistem Informasi dan manajemen pendapatan dan aset daerah
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Penataan Aset
	· Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah;
· Meningkatnya upaya penataanusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel;
· Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur

	456 M



-





-



	1.000 Milyar



80%





80%
	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

	 4.14
	Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov
	1) Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD;
	 
	· Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

	· Kualifikasi SDM Pengawas; 
	 <100
	 100%
	Inspektorat, Biro Keuangan

	 
	 
	
	 
	· Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yg berlaku
	 
	 
	Inspektorat, Biro Keuangan

	 
	 
	
	 
	· Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota
	 
	 
	Biro Keuangan

	 
	 
	
	
	 
	Meningkatnya predikat dalam akuntabilitas anggaran maupun program (Opini BPK)
	 
	 
	 

	4.15
	Meningkatnya sumber daya pendidikankejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri

Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja





	Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
	Perlunya kesepahaman rencana pembangunan pendidikan kejuruan antara Pemda Provinsi dan pemda kab/kota serta pihak swasta sebagai pemakai tenaga kerja kejuruan
	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
	Meningkatnya jumlah kejuruan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan lulusan sekolah kejuruan yang masuk pasar kerja
	25%
	100%
	BP2D

	4.16
	Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi lokal
	
	Adanya kerjasama antar daerah untuk mendukung keberlanjutan pasokanbahan-bahan konsumsi sesuai standar yang diisyaratkan oleh pemakai baik perorangan maupun lembaga swasta
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
	Meningkatnya jumlah kluster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah
	25%
	100%
	BP2D

	4.17














4.18




4.19



	Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik






Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti

Meningkatnya eksistensi Dewan Riset Daerah
	
	Adanya komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan pemilukada langsung sebagai wujud demokrasi dan adanya kepahaman bersama dalam menegaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik


Perlunya dikembangkan komunikasi intensif antara para peneliti dengan DRDsebagai bentuk komitmen transformasi IPTEK penelitian dan pengembangan daerah 
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian





Peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah serta penyebarluasan data dan informasi penelitian
	Tersedianya publikasi hasil penelitian bidang politik dan pemerintahan










Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukandalam proses pengambilan keputusan publik
	25%













25%
	100%













100%
	BP2D


5. Misi 5, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup;

Pencapaian  Misi-5 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.5. 










Tabel 7.5
Sasaran, Kebijakan Umum.Program prioritas dan target untuk mencapai Misi-5

	No.
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	5.1
	Tersusunnya Rencana tata ruang dan   pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan
	Pemberian bantuan teknis bagi upaya penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota 

	Menyelaraskan kebijakan penataan ruang Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota; 
Melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini serta Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang;
	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
	· Perda Tata Ruang (buah) 
· Perda RDTL Kawasan
· Pemanfaatan Ruang sesuai  struktur RTRWP (%)
· Pemanfaatan Ruang sesuai Pola RTRWP (%) 
· Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
	22

1
<75


<75


-

	23

22
>75


>75


20%
	Bappeda  dan Dinas Pekerjaan Umum

	5.2
	Terciptanya konekktivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa
	Mengembangan sistem jaringan prasarana perhubungan terpadu antar moda (darat, laut dan udara)  yang menjangkau pusat-pusat produksi di perdesaan dengan pusat koleksi-distribusi di perkotaan  
	Meningkatkan Penataan Sistem Trasportasi di Provinsi NTT yang difokuskan pada Konektivitas antar Wilayah melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Trasportasi Antar Desa

	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	· Panjang Jalan  Provinsi  (Km)
· Panjang Jembatan  (m)
	1330.46 
	 1530,46 
	Dinas PU

	5.3
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyatakat dan produktifitas layanan  jaringan irigasi teknis
	Meningkatkan kinerja pengelolaan sistem jaringan irigasi teknis demi meningkatkan produktifitas 

	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Program Pengolahan Sumber Air
	· Parasarana  Irigasi dan Jaringan Irigasi baik (%)
	< 70%
	>70%
	Dinas PU

	5.4
	Meningkatnya profesionlisme masyarakat jasa konstruksi dalampembangunan infrastrukstur
	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa konstruksi serta meningkatkan sistem baku mutu pelayanan jasa konstruksi     
	Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah
	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
	Perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan  (Kab/Kota ) 
	5 
	22 
	Dinas PU

	5.5
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan
	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan  dalam kerangka memampukan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah khususnya di Kawasan Perdesaaan
	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni %)
	 60
	 80
	Dinas PU dan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerjadan Dinas Sosial, BPMPD

	5.6
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat
	Mengembangkan sistem produksi  transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan
	Penyediaan Air Bersih untuk kebutuhan masyarakat
	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan
	Sarana Air Bersih Perdesaan
	-
	60
	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

	 5.7
	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan
	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku  
	Penyediaan Sumber Air Baku yang  untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya daerah Pedesaan
	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan
	Pelayanan Air Minum (%)
	  35 
	 60
	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

	5.8
	Review Kawasan Hutan
	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

	Luas wilayah DAS/Pulau yang dipertahankan sebagai kawasan hutan minimal 30%
	1.808.990 Ha
	± 1.581.540 Ha
	Dinas Kehutanan

	5.9
	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 50%
	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

	· Penurunan jumlah kasus kehutanan
· Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan
· Penurunan luas kebakaran lahan kawasan hutan
	83 kasus
44,60%

11.691,85
	42 kasus
70%

6.000 Ha
	Dinas Kehutanan(KPHL Mutis-Timau)

	5.10
	Rehabilitasi  dan Lahan seluas 3.500 Ha
	
	Meningkatkan produktivitas lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan DAS Terpadu
	· Pembuatan tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan
(RHL, HKm, HD, Pengelolaan DAS dan Pembibitan)


· Penyusunan rencana detail/teknis tata ruang kawasan DAS lintas kabupaten
· Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Benanain, Noelmina dan Aesesa)

· Lokasi Pengendalian  Pemanfaatan Ruang DAS sesuai kebijakan tata ruang
	270.950 Ha



0


3

0
	274.350 Ha



3


3

13
	Dinas Kehutanan(KPHL Mutis-Timau), BLHD


Dinas Kehutanan, Bappeda (Forum DAS), BLHD

	5.11
	MeningkatnyaKualitas  Sanitasi Lingkungan
	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin
	Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
	Sanitasi lingkungan yang berkualitas
	
	
	Dinas PU, BLHDdan Kesehatan

	5.12
	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik
	Menjaga iklim usaha yang kondusif bagi  dunia usaha jasa transportasi serta mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif  berkaitan dengan sertifikat layak jalan bagi kendaraan angkutan publik




	Penyediaan Transportasi Publik yang aman, nyaman dan terjangkau dikhususkan pada Pembangunan, Perbaikan Terminal serta Peningkatan Daya Angkut
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 
	· Jumlah dan kapasitas transportasi umum





· Peningkatan Keselamatan Transportasi
	40%






40%
	80%






 80%
	Dinas Perhubungan 

	5.13
	Kelestarian Lingkungan hidup
	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pertambangan yang Ramah Lingkungan
	Penegakkan hukum lingkungan
	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	· Optimalisasi Hukum-hukum lingkungan
· Tersedianya Tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan
· Tersusunnya Perda mengenai Penegakan Hukum Lingkungan


	-
	100%
	BLHD

	
	
	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah.
	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Peningkatan kapasitas kelembagaan
	-
	85%
	BLHD, Dinas Kehutanan

	 5.14
	Perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
	Peningkatan Kelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui rehabilitasi dan konservasi
	Menjaga kelestarian pesisir laut dari kerusakan dengan upaya penyusunan rencana zonasi pesisir laut serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk perlindungan pesisir laut
	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
	Penurunan Kerusakan Pesisir dan Laut
	 -
	 80%
	BLHD , Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Kehutanan

	5.15
	Penggunaan Energi Baru Terbarukan
	Penggunaan sumber Energi Baru dan Terbarukan
	Penggunaan Sumber Energi yang Terbarukan serta pengurangan penggunaan energi Fosil dikhususkan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Air
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 





	Jumlah Pembangkit Listrik tenaga Surya dan Air
	2
	5
	Dinas Pertambangan

	 5.16
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan
	Peningkatan pengawasan serta pelestarian lingkungan di daerah tambang
	Peningkatan Pemanfaatan SDA Pertambangan khususny Perijinan dan Pegawasan Usaha Pertambangan guna mencapai keseimbangan antara Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan
	Program Pembinaan Pengawasan Dan Penertiban Usaha Pertambangan,  Migasdan Panas Bumi

Program Pengembangan Pertambangan
	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan dan Wajib AMDAL
	 -
	 100% 
	Dinas Pertambangan dan BLHD



6. Misi 6, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan,serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;

Pencapaian Misi-6 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas  dengan target yang ditetapkan secara terukur untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.6.

Tabel 7.6
Sasaran, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Target untuk Mencapai Misi-6

	No
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	6.1
	Meningkatnya kapasistas perempuan untuk mengkakses sumber daya pembangunan 
	· Peningkatan kapasitas hidup perempuan pedesaan
· Adanya kebijakan  pemerintah (regulasi)  yang menjamin peningkatan partisipasi perempuan pedesaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa hingga kecamatan
· Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan pedesaan dalam segala bidang pembangunan termasuk teknologi tepat guna
· Peningkatan  jumlah perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran 
	Penguatan kelembagaan perempuan dan anak  di tingkat provinsi, kabupaten/kota 

	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan


Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

	· Regulasi pelaksanaan PUG, perempuan dan anak
· pembentukan Pokja
· Pembentukan Focal Point  
· Penerapan   anggaran yang responsif gender SKPD
· Pembinaan, penguatan partisipasi masyarakat dalam lembaga dan pelaksanaan PUG
· Peningkatan kuantitas dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan
· Peningkatan upaya pencegahan, penanganan tindak kekerasan dan masalah sosial perempuan serta perlindungannya terhadap tenaga kerja perempuan dan perdagangan orang
· Peningkatan upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak dasar hidup anak
· Pembinaan, penguatan wadah pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
· Pendataan data terpilah, monev, dan KIE serta pemberian penghargaan pelaksanaan permberdayaan perempuan dan anak
· Pembinaan, penyediaan, pengelolaan sarana prasarana peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan publik, politik dan Sosbud




	-
	50
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

	6.2
	Meningkatnya Kelompok usaha perempuan

	· Peningkatan kapasitas hidup perempuan pedesaan
· Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan pedesaan dalam segala bidang pembangunan termasuk teknologi tepat guna
· Peningkatan kelompok usaha perempuan pedesaan

	Meningaktkan kompetensi kewirausahaan 
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan


Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

	· Kelompok usaha perempuan mendapat  akses pinjamam  modal dari lembaga formal permodalan  (%)
	-
	100 
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

	
	
	
	
	
	· Jumlah kelompok usaha bersama perempuan (KUB)  (%)
· Jumlah perempuan perdesaan yang terampil teknologi tepat guna
· Pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak dipedesaan
· Peningkatan kuantitas dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan di pedesaan
· Peningkatan upaya pencegahan, penanganan tindak kekerasan dan masalah sosial perempuan serta perlindungannya terhadap tenaga kerja perempuan pedesaan

	-
	
60
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

	 6.3






	Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif
	Adanya kebijakan,     pemerintah (regulasi)  yang menjamin peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak
	






	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan


Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
	· Keterwakilan  Perempuan dalam jabatanlegislatif, eksekutif, yudikatif dan sosbud (%)
· Pembinaan penguatan kualitas perempuan dalam pembangunan

	 
	 30 
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

	6.4
	Terbentuknya Desa Layak Anak
	· Peningkatan kapasitas hidup perempuan pedesaan
· Adanya kebijakan  pemerintah (regulasi)  yang menjamin peningkatan partisipasi perempuan pedesaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa hingga kecamatan
· Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan pedesaan dalam segala bidang pembangunan termasuk teknologi tepat guna
· Peningkatan  jumlah perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dari tingkat desa hingga kecamatan
· Peningkatan kelompok usaha perempuan pedesaan
	Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

	· Jumlah Desa Layak Anak
· Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak

	0

10
	300

300 
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPMPD, BAPPEDA


7. Misi -7, Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan.
Pencapaian Misi-7 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.7. 

Tabel 7.7
Sasaran, Kebijakan Umum Program prioritas dan target untuk mencapai Misi-7

	No
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	 7.1






7.2



7.3
	Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD

Meningkatnya  SDM kelautan dan Perikanan

Menurunnya jumlah tindakan illegal fishing rehabilitasi perairan
	· Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi  dan investasi perikanan
· Peningkatan Pengembangan industri maritim dan pemberdayaan masyarakat
· Peningkatan Pengamanan dan perlindungan terhadap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari
	Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan  yang  penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan
	· Program Pengembangan        Perikanan Tangkap


· Program Pengembangan        Perikanan Budidaya

· Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan
	· Produksi Tangkap (ton)
· RTP Tangkap
· Jmh Tenaga teknis yang profesional (orang)
· Produksi Budidaya (Ton)

· Jml RTP Budidaya (RT)
· Pemanfaatan Lahan budidaya
	69.304.74
17.906.70
76

1.306.770.25
38.035.20

49.000.00
	88.452.36
22.853.99
101

2.104.566.55
48.543.62

65.664.69
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	7.4






7.5





7.6



7.7
	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi



Jumlah investor dan industriperikanan mendukung peningkatan PDRB

Meningkatnya produksi, export dan  PAD

Jumlah RT perikanan  bertambah
	· Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka gizi buruk serta pengembangan budaya makan ikan (promosi)


· Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi  dan investasi perikanan
· Peningkatan Pengembangan industri maritim dan pemberdayaan masyarakat
· Peningkatan Pembukaan lapangan pekerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adopsi tenologi  (inovasi baru)

	Optimalisasi teknologi hasil produksi yang  berdaya saing dipasar global  dan deversifikasi produk berbasis blue green ekonomi 
	· Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
· Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan
	· Jumlah penyuluh (org)
· Jumlah Produk Export
· Jumlah Produk domestik
· Jumlah KUB (klpk)
· Jumlah Investor (PT)
	147
145.545.381
704.079
1816
22
	196
195.044.731
9.433
243
33,50
	Dinas Kelautan dan Perikanan







8. Misi- 8, Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana Dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.

Pencapaian Misi-8 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas  dengan target yang ditetapkan  secara terukur  untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana Tabel 7.8. 

Tabel 7.8
Sasaran, Kebijakan Umum.Program prioritas dan target untuk mencapai Misi-8
	No
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan Umum
	Program Prioritas
	Indikator Target
	Capaian Kinerja
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	Kondisi Awal (2012)
	Target Akhir (2018)
	

	8.1
	Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk  dari 20,03 % menjadi 15,0 %

	· Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui pola pemberdayaan Masyarakat
	· Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

· Peningkatan Kapasitas Aparatur dan pengembangan sekolah aplikatif lapangan bagi aparatur desa/kelurahan
· Memperluas akses masyarakat terhadap modal usaha  
	· Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
· Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi Dan Aparatur Desa
· Program Pengembangan kemitraan dan Teknologi Pedesaan
· Program Hibah Bantuan Perumahan (P2LDT)
· Program Desa Mandiri Anggur Merah
· Program Hibah Ekonomi Produktif
	· Jumlah Penduduk miskin (%)
· Kelembagaan Desa/kelurahah yang dibina (%)
· Jumlah Desa pengembangan TTG
· Jumlah Rumah dibangun (unit)
· Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur Desa/kelurahan (%)
· Jumlah Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah (Desa/ kelurahan)
	20,23

-


-

2.985

-




585

	 15,00

100


100

16.225

100




3.246
	Bappeda, BPMPD, Dinas Sosial

	8.2
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

	· Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan agar Tidak Terjadi Kesenjangan Ekonomi
	· Fasilitasi bantuan modal usaha bagi kelompok usaha
· Fasilitasi panti-panti
· Pembinaan dan  fasilitasi sosial dasar  warga KAT dan PMKS
· Pembinaan dan pelayanan bagi penyandang cacat dan ekstrauma
	· Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya
· Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesehatan Sosial
· Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma
· Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
· Program Penyandang Penyakit Sosial


· Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
[bookmark: _GoBack]
	· Jumlah KK Miskin yang mempunyai ketrampilan berusaha/ KUBE (kab/kota)
· Jumlah penghuni panti dinas yang ditangani (kab/kota)
· Jumlah KAT yang ditangani (Kab/kota)

	
21



21


21



	
22



22


22

	Dinas Sosial

	8.3
	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana
	Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana
	Meningkatnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana 
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	· Jumlah Desa Tangguh Bencanatermasuk bencana karena dampak perubahan iklim  (kab/kota)
· Jumlah Fasilitasi kesiapsiagaan bencana (kab/kota)
	 
21






21
	 
22






22
	Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan

	8.4
	· Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah
	· Persehatian  masyarakat perbatasan melalui pendekatan adat, agama dan  hukum
	· Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan penegasan batas administrasi kab/kota dan batas wilayah negara
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan




	· Percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan
· Jumlah penyelesaian perselisihan batas di beberapa segmen yang bermasalah
	6 Kabupaten dan 5 Pulau terdepan





3 segmen

	6 Kabupaten dan 5 Pulau terdepan





10 segmen

	Badan Perbatasan



